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ABSTRAK

ANALISIS KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP) DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pada Inspektorat Pesisir Barat)

Oleh

Suci Frezena

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat masih
berada pada Level 2 (Infrastructure) dengan skor 2,870 dan belum mencapai target Level
3 (Integrated). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan
intern pemerintah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mendukung tata kelola
pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, peningkatan
kompetensi APIP menjadi hal penting karena kompetensi auditor internal pemerintah
merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola
pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan
Competency-Based Public Administration Theory (CBPAT) yang meliputi indikator
knowledge, skills, attitudes, dan values serta dikaitkan dengan prinsip Good Governance
menurut Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi APIP telah berjalan
namun belum optimal, di mana auditor pada umumnya telah memiliki pengetahuan,
keterampilan, sikap profesional, dan nilai integritas dalam pelaksanaan pengawasan,
namun aspek keterampilan belum sepenuhnya optimal terutama dalam kedalaman analisis,
konsistensi pelaksanaan audit, serta efektivitas komunikasi dalam mendorong tindak lanjut
rekomendasi. Selain itu, keterbatasan jumlah auditor dan tingginya beban kerja turut
mempengaruhi efektivitas pengawasan. Secara keseluruhan, kompetensi APIP telah
berkontribusi dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan, namun masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai
kompetensi yang lebih optimal dan terintegrasi.

Kata kunci: Kompetensi APIP, Pengawasan Internal, Good Governance



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CAPABILITY OF THE GOVERNMENT INTERNAL
SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN SUPPORTING GOOD GOVERNANCE
(A Case Study at the Inspectorate of Pesisir Barat Regency)

By

Suci Frezena

This This research was motivated by the 2024 evaluation results of the Financial and
Development Supervisory Agency (BPKP), which indicated that the capability of the
Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the Inspectorate of West Pesisir
Regency was still at Level 2 (Infrastructure) with a score of 2.870 and had not yet achieved
the targeted Level 3 (Integrated). This condition indicates that the implementation of the
government internal supervisory function has not been fully optimal, particularly in
supporting effective, accountable, and transparent governance. Therefore, improving APIP
competency is essential because the competency of government internal auditors is one of
the main factors in enhancing APIP capability. This study aims to analyze APIP
competency in supporting governance at the Inspectorate of West Pesisir Regency by using
a descriptive qualitative approach through interviews and documentation. The analysis
was conducted using the Competency-Based Public Administration Theory (CBPAT),
which includes the indicators of knowledge, skills, attitudes, and values, and was also
associated with the principles of Good Governance according to Dwiyanto. The results of
the study show that APIP competency has been implemented but is still not optimal, where
auditors generally possess knowledge, skills, professional attitudes, and integrity values in
carrying out supervision. However, the skills aspect has not been fully optimal, particularly
in the depth of analysis, consistency in audit implementation, and effectiveness of
communication in encouraging follow-up on recommendations. In addition, the limited
number of auditors and the high workload also affect the effectiveness of supervision.
Overall, APIP competency has contributed to supporting accountability, transparency, as
well as the effectiveness and efficiency of governance implementation, but it still requires
strengthening in order to achieve more optimal and integrated competency.

Keywords: APIP Capability, Internal Supervision, Good Governance
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola yang baik, atau sering disebut Good Governance menjadi syarat
mutlak terciptanya pemerintahan yang baik, efisien, dan pelayanan publik
yang berkualitas Lebih jauh, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik
dipandang sebagai landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik dan
legitimasi pemerintah, serta mampu mendorong terciptanya pembangunan
yang berkelanjutan dan pemerintahan yang berorientasi pelayanan

( Dwiyanto, 2011:25).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan terpercaya
merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan
pembangunan daerah. Pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik
dituntut mampu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan atau Good
Governance diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan guna mencapai tujuan bersama (UNESCAP, 2009:25). Good
Governance menjadi syarat penting dalam menciptakan pemerintahan yang
bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Lebih
lanjut, Dwiyanto (2011:25) menjelaskan bahwa penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik merupakan landasan dalam meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi



penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada

pelayanan.

Tata kelola pemerintahan yang baik terdiri atas beberapa prinsip dasar, seperti
transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta
partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu
menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya menjalankan fungsi
administratif, tetapi juga mampu memastikan adanya kontrol masyarakat
terhadap jalannya pemerintahan (Sedarmayanti, 2014:78). Pemerintah yang
transparan memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat,
sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas
setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, penerapan
prinsip Good Governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun demikian, penerapan prinsip Good Governance di pemerintah daerah
masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengawasan dan
pengelolaan keuangan daerah. Lemahnya sistem pengendalian intern dan
pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan
kewenangan, serta praktik korupsi yang berdampak pada rendahnya kualitas

tata kelola pemerintahan.

Dwiyanto (2018:45) menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pengawasan
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan
tata kelola pemerintahan di daerah. Hal tersebut diperkuat oleh Apriani, dkk.
(2021:42) yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern
pemerintah daerah berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas tata
kelola keuangan daerah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan

dalam pelaksanaan anggaran.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan
yang luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta

kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah
bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta
mempercepat pembangunan daerah. Namun, luasnya kewenangan tersebut
juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak
diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Mardiasmo (2018:110)
menyatakan bahwa lemahnya pengawasan di daerah dapat menyebabkan
terjadinya penyimpangan, ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah,
hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan intern
menjadi kebutuhan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang akuntabel dan transparan.

Salah satu unsur penting dalam sistem pengawasan intern pemerintah adalah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki peran strategis
dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, APIP dituntut
memiliki  kompetensi dan kapabilitas yang memadai agar mampu
melaksanakan pengawasan secara profesional, independen, dan efektif.
Kapabilitas APIP menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan APIP
dalam menjalankan fungsi pengawasan, konsultasi, dan pemberian keyakinan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kapabilitas APIP pada Inspektorat
Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada Level 2 (Infrastructure) dengan
skor 2,870 dan belum mencapai target Level 3 (Integrated). Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern pemerintah belum berjalan
secara optimal, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang
efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, Laporan Kinerja BPKP Provinsi
Lampung Triwulan IV Tahun 2024 juga mencatat bahwa dari 15
kabupaten/kota di Provinsi Lampung, hanya Kabupaten Pesisir Barat yang
belum mencapai target kapabilitas APIP Level 3. Fakta tersebut menjadi



perhatian serius karena menunjukkan masih adanya kelemahan dalam

pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah.

Lebih lanjut, beberapa elemen dalam penilaian kapabilitas APIP Kabupaten
Pesisir Barat, khususnya pada aspek praktik profesional dan struktur tata
kelola, masih berada pada Level 2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
mekanisme pengendalian internal, kualitas pelaksanaan audit, serta
independensi dan efektivitas pelaporan pengawasan belum berjalan secara
optimal. Kelemahan tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi
pencegahan dan pengendalian terhadap potensi penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, rendahnya
kapabilitas APIP memiliki hubungan yang erat dengan kualitas tata kelola
pemerintahan, karena pengawasan intern yang belum optimal dapat
mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kualitas

pelayanan publik.

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengawasan intern
pemerintah, BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penilaian Kapabilitas APIP. Penilaian tersebut terdiri atas lima level, mulai
dari Level 1 (/nitial) hingga Level 5 (Optimized), yang diukur berdasarkan
enam elemen utama, yaitu peran dan layanan APIP, praktik profesional,
struktur tata kelola, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas dan
manajemen kinerja, serta budaya dan hubungan organisasi. Pemerintah
menargetkan seluruh APIP di Indonesia minimal mencapai Level 3
(Integrated) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan
profesional dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rendahnya kapabilitas APIP
tidak hanya menjadi persoalan administratif kelembagaan, tetapi juga
berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi
kapabilitas APIP Kabupaten Pesisir Barat yang masih berada pada Level 2
menunjukkan bahwa penguatan kompetensi dan profesionalisme APIP masih

sangat diperlukan agar fungsi pengawasan intern dapat berjalan lebih optimal.



Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna
menganalisis kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan di

Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 1. Tingkatan Level Kapabilitas APIP

APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi
yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

OPTIMIZED
(Level 5)

APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait »
tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara
berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting)
sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam
memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan
peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.

STRUCTURED APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan
(Level 2) kompetensi SDM yang memadai.

('LNJI::, Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.

Sumber: Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak APIP di daerah yang
belum mencapai Level 3, termasuk APIP di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi
Lampung. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi APIP Tahun 2024,
APIP Kabupaten Pesisir Barat masih berada di Level 2 dengan skor 2,870.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten
Pesisir Barat

No Elemen Level Skor
1. Pengelolaan Sumber Daya 3 0.54
Manusia
. Praktik Profesional 2 0.45
3. Akuntabilitas dan 3 0.18
Manajemen Kinerja
4. Budaya dan Hubungan 3 0.18
Organisasi
5. Struktur Tata Kelola 2 0.32
6. Peran dan Layanan 3 1.2

Sumber: laporan hasil evaluasi BPKP tahun 2024



Penilaian mandiri terhadap kompetensi Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

dilakukan untuk mengukur sejauh mana APIP mampu menjalankan fungsi

pengawasan secara baik. Penilaian ini terbagi ke dalam beberapa elemen utama

yang diklasifikasikan dalam dua komponen, yaitu komponen dukungan

pengawasan (enabler) dan komponen aktivitas serta kualitas pengawasan

(delivery & result). Setiap elemen diberi skor dan level berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan dalam pedoman kompetensi APIP oleh BPKP.

1.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Level 3, Skor 0,540)

Elemen ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah memiliki sistem
pengelolaan SDM yang relatif baik. Ketersediaan SDM yang kompeten,
proses rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan karier telah
dijalankan. Hal ini penting untuk menjamin kualitas hasil pengawasan.
Praktik Profesional (Level 2, Skor 0,450)

Nilai ini menunjukkan bahwa praktik profesional belum sepenuhnya
optimal. Beberapa aspek seperti penerapan standar audit intern pemerintah,
audit berbasis risiko, serta pengendalian mutu perlu ditingkatkan agar sesuai
dengan ketentuan nasional. Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan

kegiatan audit secara menyeluruh dan terdokumentasi sesuai pedoman.

. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Level 3, Skor 0,180)

Capaian ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah menerapkan prinsip
akuntabilitas kinerja secara cukup baik. Proses perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan hasil pengawasan telah mengikuti kerangka kerja yang
terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pengawasan tahunan.
Budaya dan Hubungan Organisasi (Level 3, Skor 0,180)

Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat budaya organisasi yang kondusif
dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Koordinasi lintas unit
kerja berjalan baik dan terdapat hubungan kerja yang sehat antara pimpinan
dan pelaksana. Hal ini menjadi faktor pendukung keberhasilan tugas

pengawasan intern.

. Struktur Tata Kelola (Level 2, Skor 0,320)

Capaian ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola organisasi masih perlu

diperkuat. Beberapa mekanisme pengambilan keputusan, pelaporan, dan



pengendalian intern belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas APIP
secara optimal. Struktur yang belum ideal ini berisiko menurunkan
efektivitas pengawasan.
6. Peran dan Layanan (Level 3, Skor 1,200)

Nilai ini mencerminkan bahwa Inspektorat telah mampu memberikan
layanan pengawasan yang signifikan. Kegiatan pengawasan telah
memberikan nilai tambah terhadap perbaikan tata kelola dan akuntabilitas
instansi pemerintah daerah. Keterlibatan APIP dalam memberikan

konsultasi dan penjaminan mutu cukup menonjol.

Kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat yang masih berada pada Level 2
(Infrastruktur) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal sebenarnya
telah memiliki fondasi dasar yang memadai. Pada tingkat ini, Inspektorat telah
memiliki struktur organisasi yang jelas, kebijakan serta prosedur pengawasan,
pelaksanaan audit, penyusunan Program Pengawasan Kerja Tahunan (PKPT),
serta mekanisme pelaporan hasil audit kepada pimpinan daerah. Namun
demikian, kompetensi tersebut belum sepenuhnya mampu menjalankan peran
strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. APIP belum
terintegrasi secara optimal dengan sistem manajemen risiko, penerapan audit
berbasis risiko masih terbatas, serta fungsi konsultatif dan memberikan nilai

tambah bagi organisasi belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, kelemahan pada aspek praktik profesional dan struktur tata kelola
menyebabkan kemampuan APIP dalam memberikan peringatan dini terhadap
potensi penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi, masih belum optimal.
Dengan demikian, posisi APIP pada Level 2 mencerminkan kondisi sudah
mampu menjalankan fungsi dasar pengawasan, namun belum mampu berperan
sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kompetensi
APIP pada Level 2 (Infrastruktur) dapat dimaknai sebagai kondisi di mana
fungsi pengawasan internal telah berjalan secara administratif dan berbasis

kepatuhan, namun belum terintegrasi secara strategis dalam sistem manajemen



risiko dan pencegahan korupsi, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan

kualitas tata kelola pemerintahan masih terbatas.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat telah menyusun Analisis Beban Kerja dan
Jabatan (ABKJ) sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 971/K/SU/2005 untuk
formasi auditor. Penyusunan ABKJ ini ditindaklanjuti dengan permohonan
rekomendasi formasi auditor kepada BPKP melalui surat Inspektur Kabupaten
Pesisir Barat pada 27 Juli 2022, yang kemudian memperoleh rekomendasi
BPKP pada 31 Agustus 2022. Inspektorat juga mengajukan revisi untuk
penambahan formasi auditor pelaksana pada 12 September 2022. Selanjutnya,
Bupati Pesisir Barat menetapkan beberapa formasi, termasuk auditor, melalui
Surat Keputusan Nomor B/534/KPTS/08/HK-PSB/2022 tanggal 18 Oktober
2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada

Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2. Formasi Auditor Rekomendasi BPKP dan Penetapan Bupati

Tahun 2022
Revisi
. ] Rekomendasi Penetapan
No  Jenjang Auditor o b 2022 IjeFlZ‘tZ“OhZZ“ Bupati 2022

1 Auditor Utama 1 1 0
2 Auditor Madya 6 6 6
3 Auditor Muda 18 18 10
4 Auditor Pertama 14 14 14
5 Auditor Penyelia 20 20 10
6 Auditor Pelaksana 20 10 11

Lanjutan
7 Auditor Pelaksana 0 20 20

Jumlah 79 79 71

Sumber: Laporan hasil evaluasi BPKP 2024 (Data diolah peneliti, 2025)

Menurut Dewi dan Rossieta (2023:7), keterbatasan sumber daya manusia pada
Inspektorat Daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi auditor,
merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengawasan

intern. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya tindak lanjut hasil audit



dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini sangat
jauh dari ideal, mengingat jumlah kegiatan pemerintahan yang harus diawasi
semakin kompleks setiap tahunnya. Bahkan secara nasional, Indonesia masih
mengalami kekurangan sekitar 28,000 auditor dari kebutuhan sekitar 46,000

auditor, sehingga kualitas dan cakupan pengawasan menjadi tidak optimal.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, upaya yang diperlukan tidak hanya
berupa peningkatan jumlah auditor, tetapi juga peningkatan kompetensi
melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan struktur tata kelola organisasi,
penerapan praktik profesional sesuai standar, dan penguatan budaya organisasi
yang mendukung pengawasan yang baik. Sinergi antara Inspektorat dan
pimpinan daerah juga menjadi faktor kunci. Komitmen pimpinan daerah dalam
mendukung peran APIP, baik dari sisi alokasi anggaran, penyediaan sarana dan
prasarana, maupun dukungan terhadap implementasi rekomendasi hasil
pengawasan, sangat diperlukan. Dengan adanya komitmen tersebut, peran
APIP sebagai pengawas dan mitra strategis pemerintah daerah dapat berjalan
optimal (Sedarmayanti,2014:78). Penguatan regulasi juga menjadi langkah
penting untuk memastikan keberlanjutan penguatan peran APIP. Peraturan
yang jelas dan tegas akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan
tugas APIP serta memberikan perlindungan hukum bagi auditor dalam

menjalankan fungsinya (BPKP, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa rendahnya kompetensi APIP di
Kabupaten Pesisir Barat bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi
berkaitan erat dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi APIP, evaluasi
efektivitas pengawasan intern, dan perumusan langkah-langkah strategis untuk
memperkuat peran APIP dalam mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik, profesional, dan bertanggung jawab di Kabupaten

Pesisir Barat (Mardiasmo,2018:110). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus
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pada analisis kompetensi APIP di Kabupaten Pesisir Barat serta implikasinya

terhadap efektivitas pengawasan intern dan tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Peneliti/ Judul Penelitian Hasil Peneliian
Tahun

1. Abdi Rasoki Analisis Hasil penelitian menunjukkan
Pulungan Inspektorat sebagai bahwa peran Inspektorat sebagai
(2019) APIP (Aparat APIP di Kabupaten Serdang
Pengawasan Intern  Bedagai belum optimal dalam
Pemerintah) dalam  mendukung Good Governance
Mewujudkan Good karena keterbatasan anggaran,
Governance di rendahnya kompetensi SDM, serta
Kabupaten Serdang lemahnya dukungan lingkungan
Bedagai internal. Pengawasan lebih bersifat
reaktif ~ berdasarkan  laporan
masyarakat atau media, bukan
pencegahan. Masalah komunikasi,
keterbukaan informasi, dan tindak
lanjut hasil pengawasan turut
menghambat efektivitas
pengawasan. Meski demikian,
Inspektorat tetap berupaya
menjalankan fungsi pengawasan
dan  menindaklanjuti  hasilnya
untuk mendorong tata kelola

pemerintahan yang lebih baik.
2. Eka Yulianti Peran Aparat Penelitian ini menunjukkan bahwa
(2021) Pengawasan Intern ~ APIP memiliki peran penting

Pemerintah (APIP)
dalam Pencegahan

Korupsi di

dalam mencegah korupsi melalui

pengawasan internal. Namun,

pelaksanaannya belum maksimal




11

Peneliti/
Tahun

Judul Penelitian

Hasil Peneliian

3. Susan
Rabbany
Masdan dkk
(2017)

4.  Firmansyah,
Atiek Sri

Purwati,

Inspektorat
Kabupaten Lima

Puluh Kota

Analisis Kendala-
kendala
Peningkatan
Kompetensi Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
pada Inspektorat
Kabupaten

Gorontalo

Analisis
Kompetensi APIP
dengan Perspektif

karena keterbatasan jumlah dan
kompetensi auditor, serta belum
optimalnya  koordinasi  antar
lembaga. APIP lebih banyak
berperan setelah masalah terjadi
(kuratif), dibandingkan melakukan
pencegahan sejak awal. Meski
begitu, APIP tetap berupaya
meningkatkan pengawasan untuk
memperkuat akuntabilitas
pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kompetensi APIP di
Inspektorat Kabupaten Gorontalo
masih berada di Level 2 dan belum
optimal. Kendala utama yang
dihadapi antara lain kompetensi
dan jumlah SDM yang belum
memadai, kurangnya komitmen
dan komunikasi, keterbatasan
anggaran, lemahnya perencanaan
kegiatan, sistem tindak lanjut yang
belum optimal, serta adanya
mutasi auditor bersertifikat. Meski

begitu, Inspektorat terus berupaya

meningkatkan kompetensinya
dengan berbagai program
pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kompetensi APIP di

Inspektorat Kabupaten Banyumas
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No  Denelity Judul Penelitian Hasil Peneliian
Tahun
Uswahtun Internal Audit masih berada di level 1 (initial),
Hasanah Capability Model artinya belum mampu menjamin
(2022) (IA-CM) (Studi proses tata kelola sesuai aturan dan
Kasus pada belum baik dalam mendeteksi
Inspektorat korupsi. Hambatan utama yang
Kabupaten dihadapi antara lain kurangnya
Banyumas) SDM yang kompeten, minimnya
dukungan infrastruktur, serta
lemahnya  perencanaan  dan
pengembangan kapasitas. Untuk
meningkatkan kompetensi menuju
level 2, diperlukan perbaikan di
berbagai aspek, seperti
pengelolaan SDM, praktik
profesional, akuntabilitas, dan tata
kelola.
5. A.P. Susanto Analisis Penelitian ini menunjukkan bahwa
& S. Hidajat Pemenuhan APIP di Inspektorat Provinsi
(2022) Kompetensi Aparat Kepulauan Bangka Belitung telah

Pengawasan Intern
Pemerintah Level 3
pada Inspektorat
Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

mencapai  kompetensi level 3
(integrated). Semua kebijakan,
proses, dan prosedur audit intern
telah diimplementasikan secara
terintegrasi di setiap elemen IA-
CM. Namun, beberapa kelemahan
masih ditemukan, seperti
ketidaksesuaian susunan tim audit,
laporan audit tanpa tanggapan
auditi, dan ketidaksesuaian alokasi
waktu pemeriksaan. Inspektorat

tetap berusaha mempertahankan
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Peneliti/

No Judul Penelitian Hasil Peneliian
Tahun
dan meningkatkan kompetensinya
untuk mendukung kinerja
pengawasan.

Sumber : diolah peneliti, 2025

Penelitian-penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel di atas
menunjukkan bahwa peran dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) di berbagai daerah masih menghadapi kendala yang hampir
serupa, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran,
lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya perencanaan dan tindak lanjut
hasil pengawasan. Misalnya, penelitian Abdi Rasoki Pulungan (2019) di
Kabupaten Serdang Bedagai menemukan bahwa peran Inspektorat sebagai
APIP belum optimal karena keterbatasan anggaran dan rendahnya kompetensi
SDM, sehingga pengawasan lebih bersifat reaktif. Hasil ini relevan dengan
penelitian ini karena menunjukkan bahwa kelemahan peran pengawasan APIP
berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, sebuah

kondisi yang juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian Eka Yulianti (2021) di Kabupaten Lima Puluh Kota juga
memperlihatkan bahwa APIP memiliki peran penting dalam pencegahan
korupsi, tetapi implementasinya belum maksimal karena keterbatasan auditor
dan koordinasi. Relevansi penelitian ini terletak pada gambaran bahwa
keterbatasan kapasitas APIP menjadikan pengawasan lebih bersifat kuratif
daripada preventif, sebuah persoalan yang juga tampak pada APIP Kabupaten
Pesisir Barat yang masih kekurangan auditor dan belum sepenuhnya
menerapkan audit berbasis risiko. Demikian pula, penelitian Susan Rabbany
Masdan dkk. (2017) di Kabupaten Gorontalo dan penelitian Firmansyah, Atiek
Sri Purwati, serta Uswahtun Hasanah (2022) di Kabupaten Banyumas
menemukan bahwa kompetensi APIP masih berada pada Level 1 atau 2,
dengan kendala utama pada kualitas SDM, minimnya anggaran, lemahnya

perencanaan, serta mutasi auditor. Temuan tersebut relevan sekaligus berbeda
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dengan penelitian ini: relevan karena menunjukkan bahwa masalah rendahnya
kompetensi APIP merupakan fenomena umum di banyak daerah, berbeda
karena penelitian ini secara khusus menyoroti Pesisir Barat dengan data terbaru

dan menghubungkannya dengan target nasional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus
pada peran umum APIP atau kendala pengawasan, penelitian A.P. Susanto dan
S. Hidajat (2022) meneliti APIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
telah mencapai Level 3. Hasil tersebut relevan karena menjadi tolok ukur
perbandingan, sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara daerah
yang berhasil mencapai standar nasional dengan kondisi Pesisir Barat yang
masih berada pada Level 2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Susanto
& Hidajat terletak pada fokusnya: penelitian tersebut menyoroti strategi
pemenuhan Level 3, sementara penelitian ini menelaah penyebab stagnasi pada

Level 2 dan implikasinya bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan studi-studi
sebelumnya, sekaligus menghadirkan kebaruan (novelty). Kebaruan tersebut
terletak pada objek penelitian yang spesifik, yaitu Kabupaten Pesisir Barat;
penggunaan data terbaru hasil evaluasi BPKP tahun 2024; serta pendekatan
analitis yang tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga mengevaluasi
faktor penyebab rendahnya kompetensi APIP dan dampaknya terhadap tata
kelola pemerintahan. Dengan landasan ini, penelitian diharapkan dapat
memperkaya kajian akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi

penguatan APIP di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah
dalam penelitian yaitu Bagaimana Kompetensi APIP dalam mendukung tata

kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir

Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait
pengawasan intern dan kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola
pemerintahan daerah yang baik, efisien, dan akuntabel. Hasil penelitian ini
dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya

dalam bidang pengawasan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan.

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
dan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi APIP.
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penguatan fungsi
pengawasan intern guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih, transparan, dan akuntabel.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kompetensi APIP

2.1.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan institusi atau organisasi untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, efisien, dan berkelanjutan.
kompetensi adalah kapasitas institusi dalam mengelola sumber daya yang
dimiliki baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sistem untuk

mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Mahmudi,2019:24).

Dalam konteks Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kompetensi
mencerminkan sejauh mana APIP memiliki kompetensi, sistem kerja, dan
manajemen risiko yang baik dalam melaksanakan fungsi assurance,
konsultasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kompetensi APIP juga mencerminkan kemampuannya dalam
memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan pengelolaan keuangan

negara dan penerapan prinsip Good Governance.

2.1.2 Teori Administrasi Publik Berbasis Kompetensi

Teori Competency-Based Public Administration (CBPAT) merupakan
pengembangan dari pendekatan Competency-Based Management yang

dikemukakan oleh David C. McClelland (1973) dalam tulisannya Testing
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for Competence Rather Than Intelligence. McClelland menolak
pandangan lama yang menilai kinerja seseorang berdasarkan tingkat
pendidikan atau nilai akademis semata, dan menekankan bahwa yang lebih
penting adalah sejauh mana seseorang memiliki kompetensi nyata (real
competence) dalam melaksanakan pekerjaannya. Teori ini kemudian
diperluas ke dalam ranah administrasi publik dan manajemen aparatur oleh
berbagai pakar, di antaranya Spencer dan Spencer (1993) yang
memformulasikan model Iceberg Competency bahwa kompetensi individu
tidak hanya tampak pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga

meliputi sikap, nilai, dan motivasi yang mendasari perilaku kerja.

Dalam konteks administrasi publik, CBPAT menegaskan bahwa
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh
kompetensi individu aparatur, bukan hanya oleh struktur organisasi atau
peraturan birokrasi. Aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan
fungsi pemerintahan secara profesional, efektif, dan akuntabel sesuai
tuntutan publik. Menurut Horton et al. (2002:15), administrasi publik
berbasis kompetensi menekankan pentingnya membangun aparatur yang
memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis (fechnical competence),
kemampuan manajerial (managerial competence), dan kemampuan nilai
(value-based competence). Dengan demikian, CBPAT menjadi teori yang
menempatkan individu sebagai pusat analisis dalam peningkatan kinerja

lembaga publik, termasuk lembaga pengawasan internal seperti APIP.

Penerapan teori CBPAT dalam lingkungan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sangat relevan karena lembaga ini berfungsi
menjalankan tugas pengawasan intern pemerintah secara profesional dan
independen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP memiliki peran

strategis dalam memastikan tercapainya efektifitas.
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Menurut Spencer dan Spencer (1993:11), kompetensi individu terdiri atas
empat elemen utama yang dikenal dengan istilah KSAV, yaitu Knowledge
(pengetahuan), Skills (keterampilan), Attitudes (sikap), dan Values (nilai-
nilai). Keempat elemen ini saling berhubungan dan membentuk dasar bagi
perilaku kerja yang efektif. Penjelasan setiap elemen dalam konteks

individu auditor APIP adalah sebagai berikut.

1. Knowledge (Pengetahuan)
Pengetahuan merupakan dasar utama kompetensi aparatur, yaitu
penguasaan konsep, teori, dan informasi yang relevan dengan tugas dan
tanggung jawabnya. Menurut McClelland (1973), pengetahuan yang
mendalam memungkinkan seseorang membuat keputusan yang tepat
dan memahami konteks pekerjaannya secara menyeluruh. Dalam
konteks APIP, pengetahuan mencakup pemahaman terhadap regulasi
pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP),
manajemen risiko, serta prinsip-prinsip Good Governance. Auditor
yang memiliki pengetahuan memadai akan mampu menjalankan audit
berbasis risiko, serta memberikan rekomendasi yang relevan dengan
perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pengetahuan
yang baik juga mencerminkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya

transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Skills (Keterampilan)
Keterampilan mencerminkan kemampuan praktis individu dalam
menggunakan metode, teknik, dan alat kerja secara efektif. Spencer dan
Spencer (1993) mendefinisikan keterampilan sebagai kapasitas untuk
menerapkan pengetahuan dalam situasi kerja nyata melalui tindakan
yang efisien dan hasil yang terukur. Dalam pelaksanaan fungsi APIP,
keterampilan auditor mencakup kemampuan merancang program audit,
melakukan analisis data keuangan dan non-keuangan, menyusun
laporan hasil audit, serta berkomunikasi secara efektif dengan auditan.

Auditor juga dituntut memiliki keterampilan konsultatif untuk
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membantu pimpinan daerah dalam memperbaiki sistem pengendalian
intern. Semakin tinggi keterampilan teknis dan analitis auditor, semakin
besar kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta

efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

3. Attitudes (Sikap)
Sikap merupakan refleksi dari orientasi mental dan perilaku individu
terhadap pekerjaannya, rekan kerja, serta perubahan dalam organisasi.
Menurut Boyatzis (1982:23), sikap mencerminkan kesiapan seseorang
untuk bertindak sesuai nilai dan tujuan organisasi. Dalam konteks APIP,
sikap yang diperlukan meliputi profesionalisme, objektivitas, disiplin,
serta tanggung jawab dalam melaksanakan audit. Auditor yang memiliki
sikap positif akan bekerja dengan integritas, menghargai prosedur, dan
menjaga hubungan kerja yang konstruktif dengan auditan maupun
sesama rekan auditor. Sikap ini juga berkaitan dengan etika pelayanan
publik yang menekankan pengabdian terhadap kepentingan masyarakat,
bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, sikap
menjadi fondasi moral yang memperkuat fungsi pengawasan intern yang

berkeadilan dan berintegritas.

Values (Nilai-Nilai)

Nilai-nilai adalah prinsip moral dan etika yang menjadi dasar perilaku
aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Spencer dan Spencer
(1993:20) menjelaskan bahwa nilai merupakan komponen terdalam dari
kompetensi karena mengarahkan motivasi, integritas, dan komitmen
individu. Dalam pelaksanaan tugas APIP, nilai yang penting adalah
kejujuran, keadilan, loyalitas, dan tanggung jawab publik. Nilai-nilai ini
memperkuat independensi auditor dalam menjalankan fungsi
pengawasan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Auditor yang
menjunjung tinggi nilai integritas akan menghasilkan rekomendasi yang
obyektif, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, nilai-nilai

moral merupakan inti dari kompetensi individu yang menjadi prasyarat
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tingkat pusat, peran APIP dijalankan oleh Inspektorat Jenderal; di tingkat
provinsi oleh Inspektorat Provinsi; dan di tingkat kabupaten/kota oleh

Inspektorat Daerah.

Menurut BPKP (2021), kedudukan strategis APIP terletak pada
kemampuannya melakukan penilaian objektif terhadap seluruh aktivitas
pemerintahan secara independen. Hal ini menjadikan APIP sebagai
pengawas internal yang bukan hanya bertugas menemukan kesalahan,
tetapi juga berperan dalam memberikan solusi perbaikan sistem dan

proses kerja pemerintahan.

2.2 Fungsi, Tugas, dan Peran APIP

Fungsi utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan
landasan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang
baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai
lembaga pengawasan internal, APIP tidak hanya bertugas mendeteksi
kesalahan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui
peran yang proaktif dan strategis. Secara umum, fungsi APIP mencakup
tiga peran utama, yaitu assurance, konsultasi, dan monitoring, yang saling
melengkapi dalam membangun sistem pengendalian intern yang kuat dan
mendorong terciptanya perbaikan berkelanjutan di lingkungan
pemerintahan. Adapun fungsi APIP menurut peraturan BPKP nomor 8

tahun 2021 tentang penilaian kompetensi apip:

1. Fungsi Konsultasi
Dalam fungsinya sebagai konsultan, APIP memberikan saran dan
rekomendasi yang bersifat preventif serta membantu organisasi dalam
memperbaiki sistem dan proses kerja. Fungsi konsultasi dilakukan

secara independen dengan tetap menjaga objektivitas.
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2. Fungsi Monitoring
APIP juga bertugas memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan, baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
Monitoring ini memastikan bahwa setiap rekomendasi ditindaklanjuti
secara tepat waktu dan berkontribusi terhadap perbaikan sistem tata
kelola.

3. Fungsi Assurance
Assurance adalah pemberian keyakinan yang independen kepada
pimpinan atas tercapainya tujuan pemerintahan. Melalui kegiatan
audit, review, dan evaluasi, APIP memberikan jaminan bahwa proses

manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola telah berjalan secara

baik.

Pratiwi (2021:27) menambahkan bahwa peran APIP bukan hanya teknis
administratif, melainkan sebagai katalis perubahan di lingkungan
pemerintahan. APIP berperan sebagai agen perubahan yang dapat
memfasilitasi terciptanya sistem pengendalian intern yang baik di

lingkungan instansi pemerintah.

2.3 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

2.3.1 Konsep dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
konsep yang menekankan pada kualitas proses penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam hubungan antara pemerintah,
birokrasi, dan masyarakat. Good Governance tidak hanya dipahami
sebagai kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga sebagai
kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara

akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
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Menurut Dwiyanto (2006:45), Good Governance berkaitan erat dengan
kinerja birokrasi publik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta
penggunaan sumber daya publik. Keberhasilan tata kelola
pemerintahan yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh
kelengkapan regulasi atau struktur kelembagaan, melainkan oleh sejauh
mana birokrasi mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan responsif

terhadap kebutuhan publik.

Lebih lanjut, Dwiyanto (2011:32) menegaskan bahwa Good
Governance harus dipahami sebagai praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi
utama. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, terbuka,
dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada pemenuhan
prosedur administratif. Dalam konteks ini, keberadaan sistem
pengawasan yang kuat menjadi faktor penting untuk memastikan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip

tata kelola yang baik.

Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut Dwiyanto. Dwiyanto
merumuskan prinsip-prinsip Good Governance yang relatif sederhana
dan operasional, sehingga relevan digunakan dalam penelitian

pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan
penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga pengawas.
Menurut Dwiyanto (2006:48), akuntabilitas menjadi fondasi utama
dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pemerintah.
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2. Transparansi
Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam
menyediakan informasi yang jujur, mudah diakses, dan tepat waktu
kepada masyarakat. Dwiyanto (2006:50) menegaskan bahwa
transparansi merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya

pengawasan publik secara efektif.

3. Partisipasi
Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan publik menjadi unsur penting dalam tata kelola
pemerintahan yang baik. Menurut Dwiyanto (2011:35), keterlibatan
masyarakat akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan
memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan nyata

masyarakat.

4. Responsivitas
Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam
menanggapi aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat secara
cepat dan tepat. Pemerintahan yang responsif mencerminkan
birokrasi yang peka terhadap kepentingan publik dan tidak terjebak

pada rutinitas administratif semata (Dwiyanto, 2011:38).

5. Efektivitas dan Efisiensi
Prinsip  efektivitas dan  efisiensi menekankan  bahwa
penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
Menurut Dwiyanto (2018:45), efektivitas dan efisiensi menjadi
indikator utama kinerja pemerintahan, terutama dalam pengelolaan

keuangan daerah dan pelayanan publik.

Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan

prinsip-prinsip Good Governance menurut Dwiyanto menuntut adanya



25

peran pengawasan intern yang kuat dan profesional, sehingga setiap
proses pemerintahan dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan

kepentingan publik.

2.3.2 Hubungan antara Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan

Pengawasan merupakan elemen kunci dalam sistem pengendalian internal
pemerintah. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa
seluruh kegiatan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana,
peraturan perundang-undangan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini
sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana
akuntabilitas dan efisiensi menjadi prioritas.(Mahmudi, 2019:176).
Pengawasan intern yang kuat akan memperkuat sistem akuntabilitas dan
mendorong  terciptanya  transparansi  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang terstruktur, pemerintah
dapat melakukan perbaikan terhadap kelemahan sistem, mencegah
kebocoran anggaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penggunaan sumber daya.

Sebaliknya, lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor utama yang
menyebabkan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan anggaran,
praktik korupsi, dan rendahnya kualitas layanan publik. Oleh karena itu,
penguatan peran pengawasan intern terutama oleh APIP menjadi kunci
utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Data BPKP (2024) menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang
memiliki APIP dengan kompetensi Level 3 atau lebih cenderung memiliki
kualitas tata kelola yang lebih baik dan terhindar dari temuan-temuan audit
berulang. Ini membuktikan bahwa peningkatan peran APIP dapat

berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
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Dalam kerangka otonomi daerah, hubungan antara pengawasan dan tata
kelola pemerintahan menjadi semakin penting. Kabupaten Pesisir Barat
sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung memiliki tanggung
jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan
keuangan daerah yang baik. Kompetensi APIP yang belum memenuhi
standar nasional berpotensi melemahkan efektivitas tata kelola
pemerintahan daerah, meskipun secara administratif daerah ini telah
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya
ditentukan oleh hasil audit eksternal, tetapi juga oleh kekuatan sistem
pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP. Oleh karena itu, penguatan
peran APIP di Kabupaten Pesisir Barat merupakan langkah strategis dalam
menjaga integritas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepercayaan

publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.3 Hubungan Kompetensi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(Good Governance)

Kompetensi aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance ). Dalam
penyelenggaraan pemerintahan, kompetensi menjadi faktor penting karena
menentukan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik
akan lebih mampu menyelenggarakan pelayanan publik, pengawasan, serta

pengelolaan administrasi pemerintahan secara akuntabel dan transparan.

Menurut Sedarmayanti (2014:126), keberhasilan penerapan good
governance sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur

pemerintah. Aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan fungsi
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pemerintahan  secara  profesional sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur dapat menyebabkan lemahnya
kinerja birokrasi, rendahnya kualitas pengawasan, serta meningkatkan

risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Spencer dan Spencer (1993:9) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan
karakteristik dasar individu yang terdiri atas pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill), sikap (attitudes), dan nilai (values) yang
mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan
secara efektif. Dalam konteks pemerintahan, keempat aspek kompetensi
tersebut sangat diperlukan agar aparatur mampu bekerja sesuai standar
profesional dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Hubungan kompetensi dengan good governance juga dijelaskan oleh
Dwiyanto (2011:32) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik
membutuhkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada
kepentingan publik. Profesionalisme kesejahteraan tidak dapat tercapai
tanpa adanya aparatur yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Aparatur
yang kompeten akan lebih mampu memahami tugas dan tanggung
jawabnya, mengambil keputusan secara objektif, serta menjalankan

kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien.

Dalam konteks Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kompetensi
auditor menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi
pengawasan intern pemerintah. Auditor yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, sikap profesional, dan integritas yang baik akan lebih mampu
menjalankan fungsi audit, konsultasi, dan pengawasan secara optimal.
Kompetensi tersebut diperlukan agar APIP mampu mendeteksi
penyimpangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta mendukung

terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kompetensi aparatur memiliki
hubungan yang kuat dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.
Semakin baik kompetensi aparatur pemerintah, maka semakin besar pula
peluang terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan

berintegritas

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara kondisi
empiris di Kabupaten Pesisir Barat dengan teori dan model analisis yang
digunakan untuk memahami peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil
evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun
2024 yang menempatkan kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat pada
Level 2 (Infrastructure) dalam model Internal Audit Capability Model (IA-
CM). Artinya, fungsi pengawasan baru bersifat administratif dan belum

sepenuhnya terintegrasi dengan sistem manajemen pemerintahan daerah.

Model IA-CM BPKP menilai kompetensi APIP berdasarkan enam elemen
utama, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional,
akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi,
struktur tata kelola, serta peran dan layanan. Apabila keenam elemen ini
belum berjalan optimal, maka fungsi pengawasan belum mampu
memberikan nilai tambah dan belum efektif dalam mendukung terciptanya

tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menjelaskan faktor penyebab lemahnya kompetensi APIP,
penelitian ini menggunakan teori Administrasi Publik Berbasis

Kompetensi (Competency-Based Public Administration Theory/CBPAT).
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Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik bergantung
pada kompetensi individu aparatur yang meliputi knowledge
(pengetahuan), skills (keterampilan), attitudes (sikap), dan values (nilai-
nilai). Dalam konteks APIP, keempat aspek kompetensi tersebut sangat
menentukan profesionalisme auditor dalam melaksanakan fungsi
assurance dan konsultasi. Rendahnya pengetahuan, keterampilan teknis,
maupun sikap dan nilai integritas auditor akan berdampak langsung

terhadap rendahnya kompetensi kelembagaan pengawasan.

Selanjutnya, untuk menilai implikasi dari kompetensi APIP terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian ini menggunakan Teori
Good Governance menurut Dwiyanto sebagai kerangka normatif.
Dwiyanto menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik
tercermin dari kinerja birokrasi publik yang akuntabel, transparan,
partisipatif, responsif, serta efektif dan efisien. Dalam kerangka ini, APIP
dipandang sebagai aktor strategis yang berperan memastikan agar seluruh

proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip Good Governance.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menunjukkan bahwa
rendahnya kompetensi individu auditor (CBPAT) berkontribusi terhadap
belum optimalnya kompetensi APIP (IA-CM Level 2), yang berdampak
pada belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip Good Governance
menurut Dwiyanto di Kabupaten Pesisir Barat. Sebaliknya, peningkatan
kompetensi auditor dan penguatan kompetensi kelembagaan APIP
diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang lebih akuntabel, transparan, efektif, dan dipercaya masyarakat.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang
bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam fenomena
kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir
Barat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat
kompleks dan kontekstual, serta tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka,
melainkan perlu dipahami secara mendalam melalui narasi, interaksi sosial,

serta persepsi dan pengalaman subjek yang terlibat langsung.

Menurut Sugiyono (2017:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian
digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan
sebuah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi,
dan hasil dari penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. Dalam
konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelusuri
bagaimana APIP di Kabupaten Pesisir Barat menjalankan fungsi pengawasan
intern, kendala apa saja yang mereka hadapi dalam mencapai kompetensi yang
ideal, serta bagaimana peran mereka dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena bertujuan untuk
memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi aktual kompetensi APIP,

tanpa melakukan generalisasi statistik. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan
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untuk mengatami dan menggambarkan suatu situasi sosial secara rinci dan
faktual, berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mencari
hubungan sebab-akibat secara kuantitatif, melainkan untuk mengeksplorasi
dan menjelaskan bagaimana praktik pengawasan intern dilakukan oleh APIP,
bagaimana struktur dan sumber daya mendukung atau justru menjadi kendala,
serta bagaimana kompetensi APIP memberi kontribusi pada pencapaian Good

Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih
mendalam dari informan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan BPKP
Provinsi Lampung, serta menelusuri makna di balik data yang dihasilkan oleh
dokumen penilaian kompetensi APIP tahun 2024. Dengan demikian,
pendekatan kualitatif deskriptif sangat relevan dan strategis dalam menjawab

rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:222), fokus penelitian dalam studi kualitatif adalah
area atau ruang lingkup yang secara eksplisit ditentukan oleh peneliti untuk
membatasi variabel dan fenomena yang diamati. Fokus ini biasanya ditentukan
sejak awal penelitian, namun bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring
dengan dinamika di lapangan. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada dua
hal utama, yaitu:

1. Menganalisis Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
dengan menggunakan Teori Administrasi Publik Berbasis Kompetensi
(CBPAT). Fokus ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kompetensi
APIP di Kabupaten Pesisir Barat, baik dari aspek teknis, manajerial, sosial,
etis, maupun pengembangan diri, telah mendukung peningkatan efektivitas

fungsi pengawasan intern. Penilaian ini akan memberikan gambaran
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mengenai kekuatan dan kelemahan kompetensi APIP sebagai pelaksana
fungsi pengawasan pemerintah daerah.

2. Menganalisis kompetensi APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik di Kabupaten Pesisir Barat, yang dianalisis menggunakan Teori Good
Governance menurut Dwiyanto. Fokus ini diarahkan untuk menilai sejauh
mana kompetensi APIP berkontribusi dalam mendukung penerapan prinsip-
prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi,
responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Fokus penelitian ini ditetapkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai
arah dan isi kajian, serta memperkuat konstruksi analisis data lapangan. Dengan
ruang lingkup yang terfokus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat peran APIP sebagai
instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berintegritasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, sebagai
pelaksana fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan
pemerintah daerah yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pemilihan
lokasi ini dilakukan secara purposive, yakni ditentukan secara sengaja dengan
mempertimbangkan keterkaitan langsung antara institusi tersebut dengan fokus
penelitian. Menurut Sugiyono (2017:218-219), pemilihan lokasi secara
purposive dilakukan dalam penelitian kualitatif agar peneliti dapat memperoleh
informasi yang paling relevan dan mendalam terhadap permasalahan yang
diteliti. Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan

kedalaman informasi, bukan pada representasi statistik.
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Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dipilih karena berdasarkan evaluasi terbaru
oleh BPKP, APIP daerah tersebut masih berada pada Level 2 kompetensi. Level
ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah tersedia secara formal, tetapi
belum baik dalam mendukung proses manajemen risiko, pengendalian intern,
dan tata kelola yang baik. Kondisi ini menjadikan Inspektorat sebagai titik fokus

dalam memahami hambatan struktural dan kultural yang dihadapi APIP.

Menurut Kriyantono (2009:152), pemilihan lokasi penelitian harus
mempertimbangkan apakah lokasi tersebut memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan penelitian dan memungkinkan peneliti mendapatkan data

yang akurat, sahih, dan relevan dengan konteks yang dikaji.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan sumber utama dalam
memperoleh data yang mendalam dan bermakna. Oleh karena itu, penentuan
informan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kapasitas,
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan terhadap objek

yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan
informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan
kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:85), purposive sampling
adalah teknik pengambilan subjek yang dipilih dengan sengaja karena
dianggap paling tahu, paling mengerti, dan paling mampu menjelaskan objek
atau fenomena yang diteliti. Adapun informan yang direncanakan dalam
penelitian ini berasal dari instansi utama yaitu Inspektorat Kabupaten Pesisir

Barat.
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Tabel 4. Tabel Informan

No Nama Jabatan
1. Unzir Inspektur Kabupaten Pesisir
Barat
2. Briana Marthandri Auditor Ahli Pertama
3. Rahmi Gustina Auditor Ahli Muda
4. Ferdian Efris Nasoba  Auditor Penyelia
5. Fadriansyah Auditor Ahli Madya

6 Hamid Zaki Mubarak  Auditor BPKP
Sumber: Data diolah Peneliti 2026

Menurut Moleong (2019:224-225), dalam penelitian kualitatif jumlah
informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan didasarkan pada prinsip
kecukupan informasi (saturation), yaitu pengambilan data dilakukan sampai
informasi yang diperoleh dianggap cukup, tidak ada temuan baru, dan data

yang muncul telah mengulang atau menegaskan pola yang sama.

Dengan menggunakan teknik purposive sampling dan pendekatan kedalaman
informasi, peneliti berharap dapat memperoleh data yang komprehensif dan
sesuai dengan konteks lokal yang sedang diteliti, terutama dalam
menggambarkan kondisi kompetensi APIP dan kontribusinya terhadap tata

kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat.

3.5 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017:137-138), data dalam penelitian kualitatif dibagi
menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara,
observasi, dan interaksi langsung dengan partisipan. Sedangkan data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi seperti arsip,

laporan resmi, peraturan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.
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1. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam

dengan informan kunci, baik dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 5. Keterangan Pengambilan data Primer

Nama Lengkap Informan Instrumen Waktu
Unzir Wawancara (06-01-2026)
Rahmi Gustina Wawancara (13-01-2026)
Ferdian Efris Nasoba Wawancara (07-01-2026)
Fadriansyah Wawancara (12-01-2026)
Briana Marthandri Wawancara (20-01-2026)
Hamid Zaki Mubarak Wawancara (01-01-2026)

(Sumber: diolah peneliti 2026)

Informasi yang diperoleh dari data primer sangat penting karena bersifat
empiris dan kontekstual, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang
menekankan pada pengalaman subjektif dan interpretasi sosial terhadap

fenomena.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumentasi bisa berupa
berkas atau dokumen (Sugiyono, 2017:137). Data yang diperoleh tidak
langsung berasal dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian,
undang-undang, peraturan, artikel serta data lainnya Laporan hasil evaluasi

kompetensi APIP tahun terakhir yang diterbitkan oleh BPKP.

Tabel 6. Keterangan data sekunder

No Keterangan Informasi Data Sekunder Sumber Data

1 Struktur Organisasi Inspektorat Inspektorat Kabupaten
Kabupaten Pesisir Barat Pesisir Barat

2 Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 BPKP Perwakilan Provinsi
tentang Penilaian Kompetensi APIP Lampung
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No Keterangan Informasi Data Sekunder Sumber Data

3 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Inspektorat Kabupaten
Mandiri Kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat
Pesisir Barat

4  Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten
(PKPT) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pesisir Barat
2025

5 Laporan Hasil Evaluasi  SPIP-T Inspektorat Kabupaten
Kabupaten Pesisir Barat Pesisir Barat

6  Laporan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inspektorat Kabupaten
SPIP-T Kabupaten Pesisir Barat Pesisir Barat
7  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun BPKP Perwakilan Provinsi
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Lampung
Pemerintah
(Sumber: diolah peneliti 2026)

Teknik Pegumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan tahapan
penting yang menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh.
Pengumpulan data dilakukan secara alamiah di lapangan, dengan pendekatan
yang fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika sosial yang diteliti. Peneliti
menjadi instrumen utama dalam menginterpretasikan makna dari data yang

dikumpulkan.

Menurut Moleong (2019:186), teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan
menyeluruh, bukan sekadar permukaan atau kuantitas informasi. Oleh karena
itu, teknik yang digunakan harus memungkinkan peneliti memahami perspektif
informan secara langsung dan kontekstual. Dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode utama:
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1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci dari
auditor Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara mendalam
memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang tidak hanya eksplisit,
tetapi juga tersirat, serta menangkap dinamika personal dan institusional
yang memengaruhi kompetensi APIP. Menurut Patton (2002:341),
wawancara dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menjelajahi
kedalaman makna, mendapatkan nuansa informasi, serta mengeksplorasi
pengalaman subjektif informan yang tidak dapat diungkap melalui survei

atau kuesioner.

2. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi berguna untuk memberikan kerangka faktual terhadap
fenomena yang dikaji, serta memperkaya pemahaman peneliti terhadap
konteks normatif dan administratif yang melandasi pelaksanaan
pengawasan intern. Menurut Bowen (2009:30-32), studi dokumentasi
adalah teknik yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena
membantu dalam proses triangulasi, mengonfirmasi temuan, serta
menyediakan informasi historis dan normatif yang dapat dikaitkan dengan

hasil observasi dan wawancara.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah
pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk. (Singarimbun,
2008:240) terdiri dari :

1. Editing Data
Pemeriksaan atau sering disebut editing merupakan pengolahan atau

pengecekan kembali penelitian mengenai data yang telah dikumpulkan untuk
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mengetahui dan menilai kesesuaian atau relevansi data yang dengan
informasi yang sebenarnya untuk bisa diproses lebih lanjut. Data yang
didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah,
terlebih data hasil dari wawancara akan dilakukan penyuntingan kata-kata
supaya layak disajikan. Kemudian, dari hasil observasi peneliti akan coba
mendeskripsikan melalui tulisan sehingga nantinya peneliti mudah dalam

menggabungkan dan menyajikannya.

2. Interpretasi Data
Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan
jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh,
melainkan data yang diolah kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai
hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah oleh peneliti, peneliti
mencoba untuk menginterpetasikan data yaitu dengan mencocokkan atau
menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi, yang kemudian
dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai

hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengorganisasi,
mereduksi, dan menafsirkan data yang telah diperoleh, agar dapat ditarik
makna dan kesimpulan yang relevan terhadap fokus dan rumusan masalah
penelitian. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, bersifat naratif dan tidak langsung dapat dianalisis secara

statistik, sehingga diperlukan teknik analisis yang sistematis dan reflektif.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model
interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994).
Model ini terdiri atas tiga komponen utama yang berlangsung secara siklus dan

saling berinteraksi, yaitu:
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1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses menyaring, memilih, dan merangkum informasi
penting dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan untuk
menghilangkan data yang tidak relevan dan memfokuskan pada informasi
yang mendukung tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:247), reduksi
data bukan hanya penghilangan, tetapi bentuk penajaman, pengelompokan,
dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam
konteks penelitian ini, data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi APIP,
hambatan kompetensi, serta kontribusinya terhadap tata kelola

pemerintahan akan diseleksi secara tematis sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap ini dilakukan dengan menyusun informasi hasil reduksi ke dalam
bentuk narasi, matriks, tabel, atau kategori tematik agar lebih mudah dibaca
dan dianalisis lebih lanjut. Tujuan dari penyajian data adalah untuk
membantu peneliti melihat pola, hubungan antarvariabel, serta
kecenderungan temuan. Sugiyono, (2017:249) menekankan pentingnya
visualisasi atau strukturisasi data agar analisis tidak terjebak dalam data
mentah yang berserakan. Penyajian data akan difokuskan pada elemen
utama kompetensi APIP (peran, SDM, struktur tata kelola, akuntabilitas, dan

budaya organisasi), serta keterkaitannya dengan prinsip Good Governance.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion
Drawing/Verification)
Setelah data disajikan secara sistematis, peneliti menarik kesimpulan
berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi
dengan cara membandingkan antar-informan, melakukan triangulasi dengan
data dokumentasi, serta menguji konsistensi informasi yang diperoleh.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan reflektif, dengan

memperhatikan konteks sosial yang melingkupi objek penelitian.

Sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman (1994:10-12), proses analisis

kualitatif bukanlah tahapan linear, melainkan siklus yang saling memengaruhi
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dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Hal ini
memungkinkan peneliti untuk selalu memeriksa kembali relevansi data dan
memastikan bahwa interpretasi yang dibuat bersifat valid, masuk akal, dan
mendalam. Dengan menggunakan teknik analisis interaktif ini, peneliti
diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh, detail, dan
kontekstual terhadap fenomena kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola

pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat.

3.9 Teknik Validasi Data

Keabsahan data merupakan upaya untuk menilai kebenaran atau validasi data
penelitian yang diperoleh melalui analisis kualitatif. Dalam memenuhi kriteria
keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan uji credibility dengan metode
triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:368), triangulasi dalam pengujian
kredibilitas dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber,
dengan berbagai teknik, serta pada waktu yang berbeda. Lebih lanjut, Sugiyono
(2017:372-373) membagi triangulasi menjadi tiga, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek
data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek
data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara melakukan
pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau

situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Data/Sumber, karena
data yang diperoleh dikaji kembali melalui berbagai sumber. Data dari hasil
wawancara diverifikasi dengan dokumen-dokumen terkait sehingga diperoleh

temuan yang lebih kredibel.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kompetensi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Kabupaten
Pesisir Barat, yang dianalisis melalui indikator pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill), sikap profesional (attitude), serta nilai dan etika (values)
berdasarkan teori Competency Based Public Administration Theory (CBPAT),
serta dikaitkan dengan prinsip Good Governance menurut Dwiyanto, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi kompetensi APIP oleh BPKP menunjukkan bahwa kompetensi
APIP Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada Level 2
(Infrastructur) . Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern
pemerintah telah berjalan, namun masih fokus pada penyediaan infrastruktur
dasar pengawasan dan belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam
proses tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, secara kelembagaan
kompetensi APIP masih belum mencapai level yang diharapkan, yaitu Level 3

(Integrated).

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis menggunakan indikator CBPAT,
auditor umum telah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam menjalankan
tugas pengawasan. Auditor telah memahami regulasi pengawasan, mampu
melaksanakan proses audit sesuai prosedur, serta menunjukkan sikap
profesional dan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian,

kompetensi tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal
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konsistensi penerapan keterampilan, sikap profesional, serta nilai-nilai etika

dalam praktik pengawasan.

Perbedaan antara hasil evaluasi BPKP dan temuan penelitian menunjukkan
bahwa belum optimalnya kompetensi APIP tidak semata-mata disebabkan oleh
rendahnya kompetensi individu auditor, melainkan lebih dipengaruhi oleh
faktor kelembagaan, khususnya keterbatasan jumlah auditor dibandingkan
dengan kebutuhan ideal. Kondisi ini menyebabkan beban kerja auditor menjadi
tinggi dan berimplikasi pada efektivitas serta kualitas pelaksanaan

pengawasan.

Selain itu, pendekatan CBPAT yang fokus pada kompetensi individu belum
sepenuhnya mencakup faktor struktural organisasi, seperti tersedianya sumber
daya manusia dan sistem kelembagaan. Oleh karena itu, meskipun secara
individu auditor dapat dikatakan cukup kapabel, secara kelembagaan
kompetensi APIP masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek
penyediaan jumlah auditor, penguatan sistem pengendalian mutu, serta

peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Terkait dengan prinsip Good Governance menurut Dwiyanto, kompetensi
APIP yang ada saat ini telah berkontribusi dalam mendukung prinsip
akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun belum optimal. Kontribusi
tersebut paling dominan terlihat pada prinsip akuntabilitas, mengingat peran
APIP dalam melakukan audit, evaluasi, serta memberikan rekomendasi
pengawasan yang mendorong pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan

pelaksanaan program pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi APIP Inspektorat
Kabupaten Pesisir Barat telah berjalan dan menunjukkan kontribusi terhadap
tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih berada pada tahap penguatan
Oleh karena itu, diperlukan wupaya peningkatan kompetensi secara
kelembagaan melalui penambahan jumlah auditor, peningkatan kompetensi

sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan agar fungsi APIP
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dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu mendukung terwujudnya

Good Governance secara lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai kompetensi APIP Kabupaten
Pesisir Barat, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat diberikan untuk

meningkatkan peran APIP dalam mendukung Good Governance:
1. Bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

Penambahan Sumber Daya Manusia: Mengingat jumlah auditor saat ini baru
memenuhi 21,7% dari kebutuhan ideal, pemerintah daerah perlu
memprioritaskan penambahan formasi auditor melalui seleksi CPNS/PPPK

maupun mutasi antar-instansi guna mengurangi beban kerja yang berlebihan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai
pengaruh gaya kepemimpinan atau budaya organisasi terhadap kompetensi
APIP, atau melakukan penelitian evaluatif setelah adanya penambahan
jumlah auditor di masa mendatang untuk melihat dampaknya terhadap

efektivitas pengawasan.
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